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ABSTRAK 

 

 

CHARISMA TRI MULYA   : NIM 2011/1106449. Evaluasi Kinerja Komisi 

Pemilihan Umum Kota Padang Dalam 

Pendaataan Pemilih Pada Pemilu Legislatif 

2014 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya permasalah pada DPT 

dalam pemilu yang dilihat dari segi pendataan pemilih, yang juga disertai dengan 

masih adanya masyarakat kurang mencari informasi tentang data pemilih tetap  

yang berakhir dengan permasalahan DPT yang bisa menganggu kelancaran 

pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Kinerja Komisi Pemilihan 

Umum Kota Padang Dalam Pendataan Pemilih Pada Pemilu Legislatif 2014. 2) 

Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pendataan pemilih pada pemilu 

legislatif 2014. 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam 

implementasi. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan 

informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Jenis datanya adalah data 

primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara,dan 

studi dokumentasi. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik 

triangulasi sumber. Kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, analisis 

data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Komisi Pemiliha 

Kota Padang masih belum mencapai tujuan yaitu menvalidkan data dari 5 

indikator terlaksana baik hanya 3 yaitu kuantitas, ketepatan waktu dan 

pengawasan dan 2 lainnya belum terlaksana dengan baik yaitu 1)Kualitas, belum 

maksimalnya pencapaian tujuan untuk menvalidkan data.2) Sumberdaya yang 

belum mendukung yaitu pada teknologi yang masih lemah. Untuk meningkatkan 

kinerja Komisi Pemiliha Umum Kota Padang dala pemilihan berikutnya Kpu Kota 

Padang melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang ada dala 

pendataan pemilih. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia ditujukan untuk memilih anggota 

lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Setelah amandemen ke-IV 

UUD 1945 pada 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang 

semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat 

sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam bagian pemilihan umum. Pilpres 

sebagai bagian dari pemilihan umum diadakan pertama kali pada pemilu 2004. 

Sejak tahun 2007 pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) 

juga dimasukkan sebagai bagian dari pemilihan umum berdasarkan UU No.22 

Tahun 2007. 

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara 

Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh 

suatu badan bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, 

tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan 

tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU 

sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun 

dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam 

menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. 

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang 

Penyelenggara Pemilu, yang sebelumnya Undang-UndangNomor 22 Tahun 2007 
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meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara pemilihan umum anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan 

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam 

beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) 

undang-undang secara lebih komprehensif. 

Dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara 

Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai 

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Badan Pengawas 

Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilu. KPU dalam menjalankan 

tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta 

dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. 

KPU memberikan laporan kepada Presiden dan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat. 

Undang-undang ini juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang 

meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Luar 

Negeri (PPLN) serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri 

(KPPSLN) yang merupakan penyelenggara pemilihan umum yang bersifat ad hoc. 

Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan 

penyelenggaraan pemilihan umum dalam rangka mengawal terwujudnya 

pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 
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Demi mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan 

kredibilitas sebagai penyelenggara pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik 

Penyelenggara Pemilu. Hal ini bertujuan agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu 

dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Untuk mengawasi 

pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dibentuk suatu lembaga yang 

dinamakan dengan Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu. 

Pemilu merupakan salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan demokrasi. 

Kesuksesan sebuah pemilihan umum setidaknya ditentukan oleh tiga hal penting, 

yaitu proses penyelenggaraannya, aturan hukumnya, dan penegakan hukumnya. 

Terkait dengan proses penyelenggaraannya, adalah pesertanya, tahapannya, 

logistik, dan distribusi, serta pemantau dan partisipasi masyarakat. (Said :2014). 

Pemilu saat ini telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena 

masyarakat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan 

negaranya. Pemilihan umum adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan 

kenegaraan, melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk 

dalam parlemen, dan dalam struktur pemerintahan (Mujtahid, 2013). 

Rakyat dalam pemilu merupakan unsur dalam pemilu rakyat. Suatu pemilu 

belum bisa dikatakan berhasil jika rakyat sebagai unsur pokok negara tidak 

menyalurkan aspirasinya dengan memilih calon legislatif dan  pemimpin yang 

akan memimpin dirinya. Rakyat bisa memilih dalam sistem pemilu Indonesia 

apabila sudah terdaftar dalam daftar yang dinamakan daftar Data Pemilih Tetap 

(DPT). 
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Salah satu permasalahan yang terjadi pada tahun 2014 adalah tentang 

DPT, yang akan berdampak pada meningkatnya masyarakat Golongan Putih 

(Golput), masyarakat yang tidak mau menggunakan hak pilihnya. Sikap 

masyarakat yang seperti itu wajar saja terjadi mengingat masih adanya 

permasalahan DPT yang belum  terselesaikan. Sikap apatis masyarakat itulah 

yang pada akhirnya membuat adanya masyarakat yang golput. Seharusnya 

masyarakat harus tetap didorong agar berkontribusi bagi perubahan ke arah yang 

lebih baik. Jumlah golput bisa kita lihat pada diagram dibawah ini. 

    Presentase Jumlah data Yang Tidak Memilih Kota Padang Pada Pemilu 

Legislatif 2014 

  

    

    46,35%  

  36, 3% 

 

 28.4%   

 

 

 

2004              2009          2014 

Gambar 1 

(Sumber: KPU Sumbar 2014) 

Pemilu 2014 telah selesai dilaksanakan, namun isu Daftar Pemilih Tetap 

(DPT) bermasalah selalu  saja muncul dalam setiap pemilu. DPT yang bermasalah 

juga akan mengurangi hak konstribusi rakyat, dan akhirnya berdampak kepada 

pemilu legislatif 2014. Misalnya  ada pemilih ganda, ada masyarakat yang belum 
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terdaftar pada DPT. Padahal DPT merupakan kunci untuk menyelenggarakan 

pemilu yang jujur dan adil.  

KPU membolehkan rakyat yang tidak mempunyai KTP di tempat mereka 

tinggal, dengan mendatangi KPU kabupaten/kota untuk membawa surat 

keterangan kependudukannya. Akan tetapi hal ini mungkin kurang sampai ke 

telinga masyarakat. Melihat dari kronologi kejadian tersebut di atas, artinya 

jumlah golongan putih (golput) bertambah bukan karena keinginan masyarakat 

tapi karena mereka tidak mengetahui informasi tentang pemilih yang mungkin 

saja kurangya sosialisasi dari KPU dan jajarannya. Padahal KPU Kota Padang 

telah melakukan beragam bentuk sosialisasi, salah satunya dengan menjalin kerja 

sama dengan dua media massa lokal di Padang. Melakukan penyebaran berita 

baik secara lisan maupun tulisan yang berbentuk pamflet atau brosur dan juga 

dilakukan melalui media sosial dan KPU juga mempunyai news letter. 

Dengan telah selesainya seluruh tahapan Pemilu 2014, KPU sebagaimana 

diamanatkan UU Penyelenggara Pemilu perlu melakukan evaluasi dan membuat 

laporan semua tahapan penyelenggaraan pemilu. Evaluasi bertujuan melakukan 

pemetaan dan permasalahan, serta evaluasi juga berguna menarik pelajaran dari 

hasil, manfaat, dan dampak dari semua kegiatan pemilu. Untuk mengetahui apa 

saja kekurangan dan kelebihan pelaksanaan pemilu 2014, terkait dengan peserta 

pemilu, penyelenggara pemilu, pelaksanaan setiap tahapan pemilu dan pemilih;  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat judul 

dengan “Evaluasi Kinerja Komisi Pemilih Umum Kota Padang Dalam 

Pendataan Pemilih Pada pemilu Legislatif 2014.”  
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang teridentifikasi 

dalam proposal penelitian ini adalah: 

1. Masih ditemukannya masyarakat yang belum terdata dalam DPT 

2. Masih adanya nama yang sudah meninggal terdata di DPT 

3. Masih belum akurat data yang dilakukan PPDP dalam melakukan pendataan  

4. Masih kurangnya akurasi data pendataan mengakibatkan timbulnya golput 

yang mencapai 46,35  

 

C. Pembatasan Masalah 

 Untuk memberikan arahan pada masalah yang diteliti sehingga maksud 

dan tujuan tidak menyimpang maka perlu adanya batasan masalah. Berdasarkan 

identifikasi masalah di atas maka batasan masalahnya adalah, mengevaluasi 

kinerja KPU Kota Padang dalam pendataan pemilih pada pemilu 2014. 

 

D. Perumusan Masalah 

Masalah yang terdapat dalam penelitiaan ini dapat dirumuskan dalam 

bentuk pertanyaan 

1. Bagaimana kinerja KPU Kota Padang dalam pendataan pemilih pada pemilu 

legislatif 2014 ? 

2. Apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pendataan 

pemilih ? 

3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul? 
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E. Fokus Penelitian 

Supaya penulisan skripsi ini lebih terfokus dalam mengatasi keterbatasan 

kemampuan  yang peneliti miliki, serta untuk mempertajam objek pembahasan 

maka penulis membatasi penelitian ini hanya berkaitan tentang permasalahan 

DPT pada pemilu legislatif kota Padang 2014. 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui kinerja KPU Kota Padang dalam pendataan pemilih pada 

pemilu legislatif 2014 di kota padang. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksannaan 

pendataan pemilih.  

 

G. Manfaat Penelitian 

Manfaat suatu penelitian dikelompokkan atas dua yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat praktis. Hasil penelitian di harapkan dapat bermanfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat  Akademis 

Penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat  bagi  kalangan mahasiswa  

umumnya  dan  mahasiswa  jurusan  Ilmu  Administrasi Negara pada khususnya 

sebagai bahan referensi yang  tertarik dalam bidang kajian ini.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  berguna  sebagai  sumbangan 

pemikiran  bagi Kantor KPU Kota Padang 


